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URGENSI PEMBENTUKAN KITAB UNDANG-UNDANG HU- KUM
EKONOMI SYARIAH INDONESIA
Pratiwi & Ahmad Rifai
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
pratiwianas@gmail.com, pairifai.ahmad@gmail.com

Abstrak
Perkembangan Keuangan Ekonomi Syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat
selama sepuluh tahun terakhir. Perkembangan ini terjadi di hampir semua lembaga keuangan syari- ah.
Namun perkembangan tersebut tidak diikuti dengan perkembangan instrumen hukum yang cuk- up.
Berdasarkan studi bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa instrumen hukum yang
memadai. Meskipun pada tahun 2008, Mahkamah Agung Melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
No. 2 Tahun 2008 telah menetapkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Na- mun Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) adalah tidak termasuk dalam hierarki peraturan Perun- dang-Undangan
sehingga KHES tidak memiliki kekuatan hukum mengikat keluar.Demikian diper- lukan adanya penataan
kembali kerangka hukum ekonomi syariah Indonesia. Dalam hal ini Penulis menggagas diperlukannya
suatu kodifikasi dari peraturan perundang-undangan terkait ekonomi syariah. Serta pentingnya dilakukan
penguatan kedudukan peraturan terkait ekonomi syariah dalam suatu bentuk Undang-Undang, guna
memberikan legitimasi hukum yang lebih kuat. Pada peneli- tian ini, penulis menggunakan pendekatan
kualitatif, dengan metodologi penelitian yuridis norma- tif. Dilakukan analisis KHES menurut UndangUndang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Udangan. Hasil analisa tersebut
kemudian dikomparasi dengan perkembanganekonomi syariah di Indonesia yang sangat pesat saat ini.
Kata kunci : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Legitimasi, Kodifikasi, Regulasi

The Urgency of The Establishment of Sharia Economic Law Code in Indonesia
Abstract
The development of Islamic Economic Financial in Indonesia was growing rapidly in Indonesia since
the last ten years (2000-2010). This development is almost happen in all Islamic economic financial
institution. However, its development not be accomodated by the regulation, even though since 2008
Indonesian’s Supreme Court trough Indonesian Supreme Court regulation (PERMA) Number 2 yearof 2008
assigned The Compilation of Islamic Economy Law. The position of its regulation in hier- archy of
Indonesia regulations is considered has not strong position. In other hand, the demand of Islamic economy
law is high. Therefore, it needs to create The Codification of Islamic Economy Law in Indonesia as a cover
of implementation of sharia principle. In this research, the authors use qual- itative approach within
normative juristical with library research to analysis the potion’s of KHES based on Indonesian Law
Number 12 Year of 2011 about The Formation of Regulations.
Key words : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Legitimation, Codification, Regulation
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Pendahuluan
Institusi Keuangan Syariah di Indonesia tengah mengalami perkembangan dan
kemajuan yang sangat pesat dalam sepuluh tahun belakangan ini (2000-2010). Hal ini
berbeda dengan apa yang terjadi dalam sepuluh tahun sebelumnya (1989-1999).
Perkembangan ini terjadi di hampir semua lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi
syariah, pegadaian syariah, dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Kemajuan serupa juga
terjadi di sektor riil seperti Multi Level Marketing Syariah, dan sebagainya.
Berdasarkan data dari Bank Indonesia, tingkat perkembangan ekonomi syariah ini dapat
dilihat dari jumlah institusi perbankan syariah yang tumbuh dan berkembang pada
duakurun periode tersebut. Pada tahun 1989 – 1999 hanya ada 2 Bank Umum Syariah
(BUS), 1 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 79 BPRS dengan aset masih berkisar 1,5
triliun. Sedangkan pada kurun waktu 2000 – 2010 hingga bulan Januari 2011, jumlah
institusi perbankan syariah telah menjadi 11 BUS, 23 UUS, 151 BPRS dengan aset
mencapai 95 Trilyun ditambah 745 M.
Namun, perkembangan di sektor rill ini tidak diikuti dengan perkembangan dalam
bidang hukum. Hukum yang mengatur tentang ekonomi syariah masih jauh tertinggal,
seperti belum adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Asuransi
Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT), juga belum adanya aturan yang
mengakomodir terkait akad kombinasi. Padahal dalam berbagai studi tentang hubungan
hukum dan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak
akan berhasil tanpa pembaharuan hukum yang mema- dai. Memperkuat institusi-institusi
hukum adalah prasyarat bagi kemajuan ekonomi (precondition for economic change),
serta alat untuk melakukan perubahan sosial (an agent of social change).1
Dalam penelitian ini, Penulis mengkaji tema analisis perundang-undangan dalam
kerangka hukum keuangan syariah. Hal ini sebagaimana diuraikan bahwa perkembangan
ekonomi syariah di Indonesia saat ini tidak diiringi dengan perkembangan hukumnya
yang memadai.Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktivitas manusia diatur oleh suatu
instrumen yang disebut hukum. Termasuk dalam hal mengakomodir perkembangan
ekonomi syariah di Indonesia, dibutuhkan instrumen hukum yang memadai. Hukum
kemudian diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan
Nevi Hasnita,”Politik Hukum Ekonomi Syariah Indonesia”, Jurnal Hukum Pidana dan
Politik Hukum, Vol.1 No.2, (Januari-Juni 2012), hlm. 260.
1
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oleh negara. Oleh karena itu, hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan
bermasyarakat di dalam segala aspek, baik dalam kehidupan sosial, politik, budaya,
pendidikan dan yang tidak kalah pentingn- ya adalah fungsinya atau peranannya dalam
mengatur kegiatan ekonomi.
Reformasi sistem hukum merupakan salah satu persyaratan dalam pemban- gunan
sistem ekonomi. Karena tanpa memprioritaskan hukum sebagai salah satu pendukung
utama untuk mencapai kemakmuran bangsa, maka usaha-usaha yang ditempuh akan siasia. Berbagai studi tentang hubungan hukum dan ekonomimenunjukkan bahwa kemajuan
ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembangunan hukum yang mendahuluinya. Demikian
juga dalam tatanan sistemik, hukum sebagai sebuah sistem harus dipandang mempunyai
titik temu yang sinergis dengan ekonomi. Dengan pemahaman ini, sinergi antara hukum
dan ekonomi diharapkan akan memperkuat pembangunan bangsa secara
sistematik,sehingga pada gilirannya baik sistem ekonomi nasional maupun sistem hukum
nasional akan semakin mantapuntuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.2
Upaya positivisasi hukum ekonomi syari’ah mulai terarahkan setelah direvisinya
Undang-Undang No 7 tahun 1989 menjadi Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang
Peradilan Agama. Dalam revisi tersebut disebutkan bahwa Peradilan Ag- ama saat ini
tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat,
hibah, wakaf dan sodaqoh saja, melainkan juga menangani permo- honan pengangkatan
anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq serta ekonomi syari’ah.
Salah satu implikasi dari terbitnya Undang-Undang No 3 ta- hun 2006 adalah
dihasilkannya KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang ditetapkan melalui
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008. Dili- hat dari hierarkie
peraturan perundang-undang, Peraturan Mahkamah Agung (PER- MA) tidaklah termasuk
dalam kategori peraturan perundang-undangan. Penetapan KHES melalui Peraturan
Mahkamah Agung ini tidak dapat mengikat keluar, karena pada dasarnya KHES hanya
mengikat institusi peradilan agama (internal rules) saja. Akibatnya adalah KHES tidak
dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang berlakukonkret, umum, dan terus-menerus.
Fakta bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) hanya disusun dalam
waktu yang sangat singkat (dua tahun) menyebabkan materi muatan KHES dibahas
dengan sangat dangkal dan tidak relevan lagi dengan kebutuhan hukum ekonomi syariah
saat ini. Untuk mengakomodir perkembangan ekonomi syariah yang sangat pesat saat ini,
Indonesia membutuhkan payung hukum berbentuk Undang-Undang untuk menjamin
legitimasi dan pelaksanaan prinsip syariah. Karena Undang-Undang melalui
2

Hasnita, Op.Cit., hlm. 261.
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kedudukannya mampu melahirkan Peraturan Pemerintah, dan peraturan perundangundangan lain yang ada dibawahnya. Kedudukan Undang-Undang sebagai peraturan
yang tertinggi akan menguatkan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Mengingat bahwa
kemajuan ekonomi syariah di Indonesia ti- dak akan berhasil tanpa pembangunan hukum
yang mendahului dan mengakomo- dirnya.
Demikian, penulis merasa sangat penting untuk dilakukannya sebuah penataan
kembali kerangka hukum ekonomi syariah Indonesia, dalam hal ini yaitu Penulis
menggagas diperlukannya suatu kodifikasi dari peraturan perundang-undangan terkait
ekonomi syariah yang saat ini masih dalam bentuk yang tersebar satu sama lain, sehingga
amat perlu dilakukan kodifikasi. Serta pentingnya dilakukan penguatan kedudukan
peraturan terkait ekonomi syariah dalam suatu bentuk Undang-Undang, guna
memberikan legitimasi hukum yang lebih kuat dan memadai. Penulis menggagas sebuah
solusi berupa rancangan penataan kerangka hukum ekonomi syariah di Indonesia.
Gagasan utama yang penulis kaji adalah pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum
Ekonomi Syariah.

Pembahasan
Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia
Perkembangan praktik ekonomi syariah di Indonesia saat ini, mengalami akselerasi
yang luar biasa. Selanjutnya berturut-turut telah hadir beberapa Undang-undang yang
mengatur lembaga perekonomian Islam di Indonesia, sebagai bentuk dukungan
pemerintah terhadap kemajuan tersebut. Selain itu, juga berim- plikasi terhadap aplikasi
hukum Islam dalam operasional dan inovasi produk pada lembaga perekonomian Islam
dan kemungkinan terjadinya penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh Pengadilan
Agama. Dalam kerangka tersebut salah satunya hadir Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah sebagai pegangan hakim Pengadilan Ag- ama dalam memutus sengketa ekonomi
syariah.
Praktik ekonomi syariah di bidang lembaga perekonomian mengalami perkembangan yang signifikan, baik Indonesia maupun dalam tataran global. Pada era modern ini,
perbankan syariah sebagai salah satu lembaga perekonomian telah menjadi fenomena
global, termasuk di negara-negara yang tidak berpenduduk mayoritas muslim.
Berdasarkan prediksi McKinsey pada tahun 2010 total aset mencapai satu miliar dolar
AS. Tingkat pertumbuhan 100 bank syariah terbesar di dunia mencapai 27 persen per
tahun dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan 100 bank konven- sional terbesar yang
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hanya mencapai 19 persen per tahun.3 Pertumbuhan lembaga perekonomian Islam di
Indonesia tersebut, wajib dibarengi dengan diterbitkannya regulasi yang mampu
mengakomodir dan memberikan jaminan keadilan, kepastian, serta menjamin
terlaksananya prinsip-prinsip syariah dengan benar.
Ketika wewenang mengadili sengketa hukum ekonomi syariah menjadi we- wenang
absolut hakim pengadilan agama, maka formalisasi hukum ekonomi Islam dalam bentuk
KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah) yang komprehensif menjadi sangat
penting. Seperti yang lakukan oleh pemerintahan Turki Usmani dengan nama AlMajallah Al-Ahkam al-’Adliyah yang terdiri dari 1851 pasal, di- maksudkan agar hukum
ekonomi syariah memiliki kepastian hukum dan para hakim memiliki rujukan standar
dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa di dalam bisnis syari’ah. Hal ini juga menjadi
signifikan ketika hal terkait asuransi syari’ah, reasur- ansi, pegadaian syari’ah, reksadana
syariah, obligasi syari’ah, pasar modal syariah, dan berbagai institusi lainnya belum
memiliki payung hukum yang kuat. Sehingga tidak dapat dipungkiri lagi bahwasangat
dibutuhkan instrumen hukum yang mema- dai guna mengakomodir perkembangan
ekonomi syariah di Indonesia saat ini.
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
Kesadaran hukum masyarakat yang meningkat seiring perjalanan masa reformasi
menggugah keinginan mayoritas umat Islam untuk menyandarkan diri pada penerapan
hukum yang berlandaskan hukum Islam. Hal ini mulai terlihat dari kecenderungan
peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang bernafaskan nilai- nilai dan juga
perlindungan atas hak-hak umat Islam. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan
hukum ekonomi syariah yang terus bergulir baik dalam tataran akademik maupun praktik
di Indonesia. Indonesia mengenal perekonomian syariah pada periode tahun 1992
bersamaan dengan dikenalnya Bank Muamalat sebagai bank Islam pertama di Indonesia.
Sebagai bank yang baru muncul ditengah hiruk p kuk perbankan Konvensional ketika itu,
Bank Muamalat mampu membuktikan eksistensinya dengan kekuatannya yang tahan
terhadap krisis 1998.4 Hal ini kemudian praktis membuat perkembangan ekonomi syariah
berkembang pesat hingga hari ini.

3
Agustianto, “Evaluasi Bank Syariah 2008 dan Outlook Bank Syariah 2009”, 18 Januari 2011,
diakses di http://www.agustiantocentre.com/?p=836
4
“Perbankan Syariah Tahan Banting Hadapi Krisis Global”, Republika.co.id, 26 September
2011 diakses di http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan%20/11/09/26/ls3sl0perbank-an-syariah-tahan-banting-hadapi-krisis-global
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Konsekuensi atas perkembangan dan kemajuan yang dialami perbankan syariah
rupanya tak diimbangi oleh keberadaan payung hukum dan sarana penegakan hukum
yang memadai. Tercatat sejak tahun 1994 ketika Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas)
dibentuk, belum mampu memberikan kepastian hukum dan mengakomodir bentukbentuk penyimpangan syariah yang terjadi. Oleh karena banyak diantara sengketa yang
tak mampu diselesaikan Basyarnas oleh karena berada diluar kewenangan Basyarnas
sehingga berdampak pada perkaya yang tak berujung dan akhirnya merugikan nasabah.
Perekonomian Syariah mulai mendapat perlindungan hukum ketika direvisinya
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006
Tentang Peradilan Agama. Peradilan agama dianggap telah tertinggal dari perkembangan
kebutuhan hukum yang ada. Keberadaan Undang-undang tersebut kemudian memperluas
kewenangan dari peradilan agama. Pengadilan Agama kini tak lagi hanya berwenang
menangani perkara dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf dan shadaqoh saja,
melainkan juga berwenang mengani perkara di bidang pengangkatan anak (adopsi),
sengketa zakat, infaq, hak milik keperdataan antara sesama musli dan yang paling
signifikan adalah perkara ekonomi syariah. Berkenaan dengan kewenangan Pengadilan
Agama ini pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang kemudian memberikan
Pengadilan Agama kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah.
Dalam hal merespon keluarnya kewenangan baru peradilan agama maka
perangkat yang ada di peradilan agama dituntut untuk kemudian meningkatkan
kapabilitasnya utamanya dalam hal perangkat hukum mengenai ekonomi syariah
sebagaimana disebutkan diatas. Dalam rangka mendukung perluasan kewenangan
Peradilan Agama maka Mahkamah Agung menetapkan beberapa kebijakan. Pertama,
perbaikan sarana prasarana Peradilan Agama. Kedua, berkaitan dengan penguatan SDM
Penegak Hukum di Peradilan Agama. Ketiga, membentuk hukum formil dan juga materil
sebagai pedoman bagi aparat Peradilan Agama dalam memeriksa, memengadili dan
memutus perkara ekonomi syariah. Dan yang terakhir membena- hi system prosedural
berperkara agar perkara ekonomi syariah dapat dilaksanakan dengan cepat ringan dan
biaya murah.
Adapun sebagai tindak lanjut dari ketetapan tersebut ketua Mahkamah Agung(ketika
itu dijabat oleh Bagir Manan) membentuk tim penyusun KHES berdasar pada surat
keputusan Nomor KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 oktober 2006 yang diketuai oleh
Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M. Hum. Tim inilah yang kemudi- an ditugaskan
meramu material dan bahan yang diperlukan, menyusun draf, menyelenggarakan diskusi
dan seminar yang mengkaji draf tersebut dengan lembaga, ulama, dan para pakar, dan
menyempurnakan naskah, melaporkan hasil tersebut ke Mahkamah Agung.
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Pertemuan kemudian dibentuk oleh para pakar Ekonomi Islam, baik akademisi,
MUI, DSN, Basyarnas, dan praktisi Ekonomi Syariah (Bank Muamalat) serta para hakim
dari lingkungan peradilan Umum dan Peradilan Agama untuk menyatu- kan pandangan
melalui seminar di Solo dan Yogyakarta pada april 2006. Pertemuanselanjutnya dilakukan
untuk mencari format ideal dengan melakukan pertemuan Bank Indonesia untuk
menerima masukan terkait perkembangan ekonomi syariah. Selanjutnya tim KHES
melakukan kajian pustaka untuk melengkapi referensi dan penyempurnaan atas kitab
KHES. Tim KHES melakukan kajian ke beberapa negaradiantaranya ke Universitas Islam
Internasional Kuala Lumpur Malaysia, Universitas Islam Internasional Islamabad,
Shariah Court Pakistan, Mizan Bank Islam- abad Pakistan, dan beberapa lembaga
keuangan Malaysia dan Pakistan. Selanjutnyapenyempurnaan pasal demi pasal dilakukan,
kemudian telaah dari segi sistematika, metodologi dan juga substansi di lakukan hingga
10 Juni 2008 akhirnya dilakukan finalisasi yang menyepakati 796 pasal yang menjadi
substansi KHES.
Melalui diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun
2008, maka Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) secara resmi menjadi pedoman
bagi para Hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara Ekonomi Syariah.
Peraturan Mahkamah Agung ini kemudian dijadikan pengangan oleh para hakim
Peradilan Agama. Atas masukan-masukan yang muncul ketika itu kemudian pada tahun
2010 KHES direvisi kembali yang semula 796 pasal menjadi 790 pasal. Yang kemudian
menjadi pedoman hingga hari ini.
Ditinjau dari konten yang termuat dalam KHES, kita dapat mengetahui bahwaKHES
ini banyak dipengaruh ketentuan-ketentuan muamalat dari kitab Majallah al-Ahkam alAdliyah dan Mursyid al-Ahyan yang merupakan kitab kodifikasi yang berasal dari
kekhalifahan Turki Ustmani. KHES dianggap memiliki konten dan muatan hukum yang
moderat, oleh karena ditinjau dari ketentuannya KHES tidak bertumpu pada fanatisme
terhadap salah satu Madzhab tertentu.Ditinjau dari latar belakang sejarah pembentukan
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) kita dapat melihat bahwa pembentukan
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan langkah inisiatif yang mesti
diapresiasi. Oleh karena kebijakan ini sedik- it banyak telah mendukung kesadaran hukum
dan kecenderungan masyarakat untuk menerapkan hukum ekonomi Islam.Dalam hal ini
Penulis mengulas terkait sejarah pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES) yang dilakukan terse- but. Sebagaimana telah ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Agung membentuk tim untuk
membentuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai peraturan yang
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mendukung perluasan wewenang bagi Peradilan Agama. Dari rangkaian proses yang
terjadi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ini difinalisasi dalam kurun waktu
yang amat singkat, tercatat hanya kurang dari dua tahun Kompilasi Hukum Ekonomi
Syari- ah (KHES) ini resmi dan sah digunakan sebagai pedoman bagi penegak Hukum
Peradilan Agama untuk melakukan praktek.
Proses pembuatan yang relatif singkat ini kemudian menimbulkan banyak
permasalahan. Sehingga berdampak pada revisi berikutnya yang dilakukan pada tahun
2010 yaitu pasal yang sebelumnya berjumlah 796 diubah dan dikurangi menjadi 790 pasal.
Hal ini terkait dengan beberapa kekurangan di dalam pengaturan yang terdapat di dalam
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Materi yang diatur dalam Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah (KHES) hanya digunakan dalam hal membantu hakim
mendapatkan panduan saja dalam hal memutuskan sengketa. Namun jika ditarik lebih
jauh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dihasilkan belum mengatur halhal yang asas sehingga Pengaturan lain terkait pere- konomian syariah tidak terikat
langsung pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ini. Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES) hingga saat ini hanya digunakan sebagai rujukan panduan
hakim dalam memutuskan saja dan belum di- pakai sebagai rujukan asas yang menaungi
segala bentuk akad dan juga hal-hal yangprinsip dalam ekonomi syariah.
Selain itu, upaya tim Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam
penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagaimana Kompila- si yang
dibuat pemerintahan Turki Usmani yang bernama Al-Majallah Al-Ahkam al-’Adliyah
yang terdiri dari 1851 pasal adalah terlampau jauh. Walaupun secara konten kemudian
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) hari ini telah men- gacu pada Al-Majallah
Al-Ahkam al-’Adliyah, namun secara praktik kitab tersebut telah lampau dan mengalami
ketertinggalan dari segi perkembangan hukum. Terkait sengketa dan juga perkembangan
yang tengah terjadi di Indonesia hari ini menuntut adanya payung hukum yang lebih luas
lagi. Bahkan kitab Al-Majallah Al-Ahkam al-’Adliyah yang ada di Turki sendiri pun telah
lama ditinggalkan penggunaannya. Sehingga kitab tersebut sekarang sudah tidak
digunakan lagi sebagai acuan. Tentun- ya dari hal ini dapat dinyatakan bahwa sangat
diperlukan suatu pembaharuan hukumekonomi syariah di Indonesia.
Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Hierarki Peraturan
Perundang-Undangan Indonesia
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diatur dalam Peraturan Mahkamah
Agung No. 2 Tahun 2008. Dalam bangunan hukum nasional, Peraturan Mahkamah
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Agung dipandang sebagai produk lembaga yudikatif yang menyelanggarakan fungsi
peradilan. Di dalam Undang-Undang Mahkamah memiliki lima fungsi utama yaitu:
Fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasehat, dan fungsi
administratif.
Pada bahasan ini akan dibahas fungsi Mahkamah Agung terkait dengan fungsi
mengatur. Dalam tata perundang-undangan Indonesia, Mahkamah Agung diberikan
kewenangan oleh undang-undang-undang untuk menerbitkan suatu peraturan perundangundangan yang berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum yang ada di masyarakat.
Peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung ini merupaka delegasi kewenangan
membentuk peraturan perundang-undangan yang sifatnya sementara. Di dalam pasal 7
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-un-dengan di Indonesia adalah
sebagai berikut:5
1.

Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.

2.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

3.

Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

4.

Peraturan Pemerintah.

5.

Peraturan Presiden.

6.

Peraturan Daerah Provinsi

7.

Peraturan Daerah Kota/Kabupaten.
Selanjutnya pada pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yaitu:6

1. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Mahkamah Agung,Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa
Keuangan,Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau
komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau
Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat
5

Indonesia, Undang -Undang No. 12 Tahun 2012, Pembentukan Peraturan Perundang-Un-dangan,
LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234, Pasal 7.
6
Ibid., Pasal 8.
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Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, KepalaDesa atau yang setingkat.
2. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau
dibentuk berdasarkan kewenangan.
Ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 ini jika dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung secara kedudukan merupakan tidakmasuk
ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun memiliki kekuatan hukum yang
megikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Ditinjau dari disipilin legislasi, produk regelling dapat berupa legislative act atau
executive act. Peraturan Mahkamah Agung merupakan executive act dimana Mahkamah
Agung membentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) bukan dalam kedudukannya
sebagai lembaga negara dan bukan sebagai produk hukum pengadilan, tetapi sebagai
lembaga pemerintahan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tidak dapat disamakan
dengan putusan hakim yang bersifat individual kongkret, sedangkan Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) bersifat umum-abstrak. Namun ketentuan pasal 8 ayat (2)
ini tidak lantas memberikan Mahkamah Agung kewenangan membentuk peraturan
perundang-undangan sebagaimana lembaga legislatif yang berlaku umum, tetapi
Mahkamah Agung hanya berwenang untuk membentuk peraturan yang mengikat kedalam (interne regelling). Penjelasan ini menjelaskan bahwa Peraturan Mahkamah
Agung (PERMA) tidak termasuk peraturan perundang-undangan, tetapi termasuk
peraturan perundang-undangan semu (pseoude wetgeving/beleidsgerels).
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang ditetapkan melalui Peraturan
Mahkamah Agung ini jika dianalis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan
adalah sebagai berikut :
a.

KHES merupakan peraturan yang sifatnya tertulis.

b.

KHES bukan merupakan norma hukum yang mengikat umum kerena pada
dasarnya KHES itu bersifat umum abstrak tetapi hanya berlaku interne bagi
kekuasaan Mahkamah Agung.

c.

KHES bukan merupakan peraturan yang dibentuk oleh lembanga yang
mendapat kewenangan atribusi ataupun kewenangan delegasi pembentukan
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peraturan perundang-undangan. Ia diciptakan oleh Mahkamah agung hanya
sebagai guidance hakim memutus perkara ekonomi syariah.
Sehingga, berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undang, Peraturan
Mahkamah Agung tidak termasuk sebagian bagian dari peraturan perundang-undangan.
Penetapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES) melalui Peraturan Mahkamah
Agung ini tidak dapat mengikat keluar, karena pada dasarnya Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah KHES hanya mengikat institusi peradilan agama (internalrules) saja.
Gagasan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang ditetapkan melalui Peraturan
Mahkamah Agung hanya miliki kekuatan hukum yang mengikat interne hakim-hakim
Pengadilan Agama untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Hal tersebut tidak
memiliki dampak ke luar sama sekali, melihat permasalah ekonomi syariah yang semakin
kompleks diperlukan aturan yang jelas bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah
tersebut. Positivisasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bukanlah sebuah
solusi yang tepat, namun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) perlu dikuatkan
kedudukannya sebagai peraturan perundang-un- dangan dalam bentuk Undang-Undang.
Adapun keuntungan yang akan didapat dari gagasan dikuatkannya kedudukan Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah (KHES) se-bagai Undang-Undang adalah sebagai berikut :
a. Ditinjau dari segi keberlakuannya
Menjadikan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai suatu
peraturan yang berbentuk Undang-Undang. Meletakkan posisi KHES sebagai
peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Indonesia. Suatu undangundang yang sudah disahkan atau ditetapkan mengikat umum apabila telah
diundangkan dalam bentuk Lembaran Negara atau di rumuskan dalam suatu
Berita Negara.7 Dimana secara kekuatannya, Undang-Undang berlaku bersifat
umum yang berarti berlaku bagi seluruh masyarakat, sehingga dapat mengikat
masyarakat dalam melakukan sikaptindak.
b.Ditinjau dari segi Kedudukannya
Dalam Hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang merupakan sumber hukum tertingi setelah TAP MPR dan Undang-Undang
7

Maria Farida, Ilmu Peraturan Perundang-Undangan :Proses dan Teknik Pembentukannya,
(Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 151.

Centre of Islam and Islamic Law Studies
Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam
Faculty of Law, Universitas Indonesia

87

Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume 1 No. 2 (2018)

Dasar.8Dengan kedudukannya tersebut untuk menguji norma-norma yang ada di
dalam Undang-Undang harus menggunakan mekanisme pengujian UndangUndang melalui Mahkamah Konstitusi. Kedudukan tersebutmemberikan KHES
kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan posisi yang sebelumnya sebagai
PERMA.
c. Ditinjau dari kewenangannya
Sebaimana telah dijelaskan di atas, peraturan perundang-udangan memiliki
dua kewenangan pembentukan peraturan dibawahnya baik secara atribusi
ataupun secara delegasi. Atribusi kewenangan pembentukan peraturan
perundang-undangan (atributie van wetgevingsbevogdheid adalah pemberian
kewenangan membentuk peraturan perundang-undan- gan yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan kepada lemba- ga negara atau lembaga
pemerintahan. Sedangkan delegasi kewenangan pembentukan peraturan
perundang-undangan (delegatie van wetgevingsbevogdheid) adalah pelimpahan
kewenangan pembentukan peraturan perundang-udangan dari peraturan yang
lebih tinggi pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.9 Dengan
begitu, KHES sebagai Undang-Undang dapat miliki kewenangan atribusi
ataupun delegasi ke- wenangan pembentukan peraturan perundang-udangan.
d.

Ditinjau dari pemberlakuan sanksi
Sebuah undang-undang dapat mengenakan sanksi baik pidana, perdata
maupun administratif, meskipun tidak mutlak sifatnya.10Menurut pasal 6
Undang-Undang 12 Tahun 2011 materi muatan peraturan perundang-undangan mencerminkan asas-asas pengayoman, kemanusiaan, kebang- saan,
kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan
kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum,
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Sanksi-sanksi itu dapat dikenakan
kepada setiap pelaku pelanggar ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut.

8

Prof. Hamid Attamimi berpendapat UUD 1945 dan MPR bukanlah termasuk peraturan perundang-undangan karena norma yang ditetapkan pada kedua ketentuan tersebut merupakan norma dasar
negara yang membutuhkan
9
Arief Christiono Soebroto, Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan di Bawah Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, hlm.3. diakses di http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_presentasi/WORKSHOP%20Peraturan%20kebijakan%20di%20
Kementerian%20PPN%20%20bappenas.pdf.
10
Maria Farida, Ilmu Peraturan Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya,
(Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 99.
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Jika KHES menjadi Undang-Undang terhadap KHES dapat dimasukan
ketentuan sanksi-sanksi baik pidana, perdata, maupun administratif.
Kodifikasi vis-a-vis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Kodifikasi berasal dari bahasa Inggris codification, yang menurut Black’s Law
Dictionary merupakan :
“the process of collecting and arranging systematically, usually by subject, the laws
of the state or country, or the rules and regulations covering a particular area
subject of law or practise”.
“proses pengumpulan dan penyusunan secara sistematis, biasanya berdasar- kan
subjek, sebuah hukum di negara, atau peraturan dan regulasi yang mencakup area
tertentu dari hukum atau praktek.” (terjemahan bebas)
Kodifikasi hukum adalah penyatuan hukum dalam satu bentuk kitab undangundang yang pad aintinya lebih menimbang pada bentuknya (formalitas) ke- timbang
dari substansi hukumnya.11 Jadi dapat disimpulkan pengertian kodifikasi hukum adalah
pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan
lengkap. Kodifiksi bertujuan untuk:12
a.

Mencapai kesatuan dan keseragaman hukum (rechseenheid)

b.

Mencapai kepastian hukum (rechszekerheid)

c.

Penyederhanaan hukum (rechsvereenvoudiging)

Hukum ekonomi syariah di Indonesia perlu di kodifkasi untuk mencapai tiga poin
penting tujuan kodifikasi sebagaimana di atas. Selain itu, kodifikasi hukum ekonomi
syariah dapat jadikan pembaharuan terhadap pengaturan hukum di Indonesia. Menurut
Noel J. Cuoulson sebagimana dikutip dalam buku Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam,
pembaharuan hukum Islam dapat dilakukan dengan empatbentuk yaitu:

Frank Grahan, “The Codification of Law”, Transactions of the Grotius Society, Vol. 8,
Problems of Peace and War, Papers Read before the Society in the Year 1922 (1922), pp. 107-116),
hlm. 107. <http://www.jstor.org/stable/742715>.
12 Novianto N Hartono, Politik Hukum Kodifikasi Aturan Pemilihan Umum, Pusat Penelitian Badan
Keahlian DPR RI, hlm. 11. Diunduh dari http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/buku_tim/ buku-tim2.pdf.
11

Centre of Islam and Islamic Law Studies
Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam
Faculty of Law, Universitas Indonesia

89

Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume 1 No. 2 (2018)

a. Kodifikasi (pengelompokan hukum yang sejenis ke dalam satu kitab undangundang).
b. Tidak terikatnya umat Islam hanya dengan satu mahzab tersebut atau disebut
dengan doktrin takhayyur.
c. Perkembangan hukum Islam dengan mengantisipasi peristiwa yang baru dalam
Islam atau disebut dengan doktrin tatbiq
d.Perubahan hukum yang lama kepada perubahan hukum yang baru atau disebut
dengan tajdid.
Hal ini menunjukan pentingnya kodifikasi dalam proses pembaharuan hukum Islam.
Pada dasarnya kodifikasi hukum Islam sempat ingin di lakukan pada masa Dinasti Bani
Umayyah, namun hingga dinasti itu dikalahkan oleh Bani Abbasyiah tidak kunjung juga
kodifikasi Hukum Islam, baru pada masa pemerintahan Turki Usamani dilakukan
kodifikasi hukum Islam yang dikenal dengan al-Majjalah yang selama berpuluh puluh
tahun diterapkan oleh pemerintahan ini sebagai kode sipil Turki. 13
Menurut Webster’s World University mendefiniskan kompilasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia ke dalam bentuk yang teratur seperti dalam bentuk
buku, mengumpulkan berabagai jenis data.14 Dengan begitu, kompilasi tidak harus sebuah
peraturan perundang-undang yang memberikan kepastian hukum dan kesatuan hukum.
Berbeda dengan Kodifikasi yang diartikan sebagaimama diatas, dimana kodifikasi
mengelompokkan hukum-hukum yang sejenis dalam satu kitab. Bahkan menurut
Abdurrahman kompilasi hukum dalam konteks hukum Islam tidak harus produk undangundang, namun bisa juga pendapat para fuqaha yang belum dipositivisasi.15
Jika dilihat dari segi kekuatan antara kompilasi dan kodifikasi dapat dibedakan
menjadi dua yaitu :
a. Kekuatan hukum yang berasal dari kodifikasi lebih kuat dibandingkan dengan
kompilasi karena pada dasarnya sebuah kodifikasi murni aturan perundangundangan yang ada disatukan dalam satu buku. Berbeda dengan kompilasi yang tidak
13 13

Ahmad Hananny Naseh, Pembaharuan Hukum Islam Indonesia, hlm. 148. Diunduh 1 April
2015
<http://digilib.uinsuka.ac.id/8621/1/AHMAD%20HANANY%20NASEH%20PEMBAHARUAN %20HUKUM%20ISLAM%20DI%20INDONESIA.pdf,>.
14
Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqih Mahdzab Negera: Kritik Atas Politik Hukum Islam di
Indonesia (LkiS Yogyakarta: Yogyakarta, 2001), hlm. 142.
15
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: Akademika Presindo,
1992).

Centre of Islam and Islamic Law Studies
Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam
Faculty of Law, Universitas Indonesia

90

Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume 1 No. 2 (2018)

ada keharusan semua isinya produk hukum, di- mana dapat pula pendapat para ahli
hukum yang dikumpulkan. Ditinjauh terminologi penggunaanya, KHES sebagai
kompilasi memiliki kekuatan hukum yang lemah dalam peraturan perundang-undangan
berbeda jika Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah yang diangkat penulis.

b. Ditinjau dari kesatuan hukum, dalam Kompilasi tidak harus aturan yang sejenis
diatur, namun dapat berupa berbagai peraturan. Berbeda dengan kodifikasi yang
mengharuskan memuat aturan hukum yang sejenis. Dengan kodifkasi akan
mempermudah hakim untuk menemukan hukum ataupenggunaan hukum.
Jika ditinjau dari dua hal tersebut, sudah selayaknya disusun suatu Kodifikasi
Hukum Ekonomi Syariah, bukan sebatas Kompilasi. Hal ini tentunya memberikan
banyak manfaat dalam memberikan kepastian hukum, yaitu terkumpulnya seluruh
peraturan terkait hukum ekonomi syariah dalam suatu Kitab Undang-Undang Hukum
Ekonomi Syariah, hal ini dapat memudahkan semua pihak dalam mencari dan memahami
hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia.
Komparasi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia dengan Malaysia
Jika kita bandingkan perkembangan Ekonomi Syariah yang terjadi di negara-negara
di dunia, Malaysia cukup bisa diperhitungkan sebagai role model pengembangan Ekonomi
Syariah yang baik. Berbeda dengan Indonesia yang baru mengenal ekonomi syariah pada
1992, Malaysia sudah lebih dulu menjalankan ekonomi syariah pada tahun 1963 dan
mendirikan Bank Islam Malaysia pada tahun 1983.16 Pengembangan yang dilakukan oleh
Malaysia bukan hanya ditaraf kelembagaan dan jasa perbankan, regulasi dan kerangka
Hukum mengenai Ekonomi Syariah pun terus dikembangkan. Berlakunya The Islamic
Financial Services Act 2013 pada tanggal 30 Juni 2013 lalu menjadi langkah strategis
penguatan kerangka regulasi keuangan syariah di Malaysia. Undang-undang baru ini
menjadi payung hukum yang komprehensif yang secara penuh menjamin pelaksanaan
kegiatan Ekonomi Syariah di Malaysia. Muatannya meliputi semua aspek pengaturan dan
pengawasan, baik yang berkenaan dengan lembaga keuangan syariah, penegakan hukum,
serta risiko keti- dakpatuhan dan kewajiban pelaksanaan prinsip hukum syariah pada
lembaga keuan- gan syariah maupun lembaga lain yang terikat kepadanya. Undangundang ini lahir untuk memastikan tujuan, operasi, urusan, usaha dan kegiatan yang
dilakukansesuai dengan aturan Syariah.

Tabita Diella, “Ekonomi Syariah Indonesia Ketinggalan dari Malaysia”, Kompas.com,11 Mei
2014, diunduh pada 1 April 2015. http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/05/190640426/
Ekonomi.Syariah.Indonesia.Ketinggalan.dari.Malaysia.
16
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Upaya pemerintah untuk menjamin berjalannya prinsip Syariah pada industri
perbankan serta lembaga terkait bahkan telah diamanahkan oleh Konstitusi Ma- laysia.
Sehingga regulasi yang kemudian diciptakan diarahkan untuk memberikan keadilan dan
juga kepastian hukum bagi Masyarakat berdasarkan prinsip Syariah. The Islamic
Financial Services Act 2013 kini dijadikan pegangan Materil bagi stake- holder terkait
dalam melakukan aktivitas di dalam lingkup perekonomian syariah, baik dalam hal
pengaturan, pengawasan, sengketa, serta konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan.
The Islamic Financial Services Act 2013 ini yang membatalkan keberlakuan beberapa
pengaturan terkait lembaga dan jasa keuangan syariah sebel-umnya misalnya, The Islamic
Banking Act 1983, the Takaful Act 1984, the Payment System Act 2003 and the Exchange
Control Act 1953. Artinya dengan berlakunyaThe Islamic Financial Services Act menjadi
pengaturan yang memayungi ssegala hal yang berkaitan dengan aspek kelembagaaan,
jasa, mupun sistem pengawasan yang ada.
Jika dibandingkan dengan kondisi perkembangan ekonomi syariah di Indo- nesia
kita harus mengaku telah mengalami ketertinggalan. Sebab, Jika dilihat dari aspek
regulasi yang menjadi dasar pengembangan ekonomi syariah sampai hari ini baru ada
satu undang-undang yang mengatur kelembagaan Syariah yaitu UU No 21 tahun 2008
tentang Perbankan Syariah. Lahirnya Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah menjadi ujung tombak keberlakuan sistem dan prinsip Syariah pada
perbankan di Indonesia. Hal ini Berbeda dengan Malaysia yang bahkan telah
membatalkan keberlakuan The Islamic Banking Act 1983 dengan The Islamic Financial
Services Act 2013 sebagai payung hukum yang mengatur ekonomi syariah secara luas.
Berdasarkan komparasi ini didapat hasil bahwa instrumen hukum memegang peran
penting dalam kemajuan ekonomi. Dalam mengembangkan ekonomi syariah,
bagaimanapun Indonesia membutuhkan suatu instrumen hukum yang sistematis, rapi,
dan memiliki kedudukan hukum yang kuat. Sehingga kerangka hukum keuangan
ekonomi syariah Indonesia sangat diperlukan untuk dilakukan perubahan.
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Penutup
Perkembangan praktik ekonomi syariah di Indonesia saat ini mengalami akselerasi
yang luar biasa. Namun instrumen hukum untuk mengakomodir perkembangan tersebut
masih jauh tertinggal. Padahal dalam berbagai studi tentang hubungan hukum dan
pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil
tanpa pembaharuan hukum yang memadai. Memperkuat instru- men hukum adalah
prasyarat bagi kemajuan ekonomi (precondition for economic change). Demikian tidak
dapat dipungkiri untuk mencapai kemajuan ekonomi sya- riah, dibutuhkan instrumen
hukum yang kuat dan mampu mengakomodir perkem- bangan ekonomi syariah yang
pesat tersebut.
Meskipun pada tahun 2008, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) No. 2 Tahun 2008 telah menetapkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES). Namun berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia,
KHES sebagai peraturan Mahkamah Agung tersebut adalah tidak termasuk dalam
hierarki peraturan Perundang-Undangan. Akibatnya adalah KHES tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat keluar. Demikian diperlukan adanya penataan kembali
kerangka hukum ekonomi syariah Indonesia.
Fakta bahwa KHES hanya disusun dalam waktu yang sangat singkat (2 tahun)
menyebabkan materi muatan KHES dibahas dengan sangat dangkal dan tidak relevan
lagi dengan kebutuhan hukum ekonomi syariah saat ini. Untuk mengakomodir
perkembangan ekonomi syariah yang sangat pesat saat ini, Indonesia membutuhkan
payung hukum berbentuk Undang-Undang untuk menjamin legitimasi dan pelaksanaan
prinsip syariah. karena Undang-Undang melalui kedudukannya mampu mela- hirkan
Peraturan Pemerintah, dan peraturan perundang-undangan lain yang ada dibawahnya.
Kedudukan Undang-Undang sebagai peraturan yang tertinggi akan menguatkan hukum
ekonomi syariah di Indonesia. Mengingat bahwa kemajuan ekonomi syariah di Indonesia
tidak akan berhasil tanpa pembangunan hukum yangmendahului dan mengakomodirnya.
Jika ditarik lebih jauh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dihasilkan belum mengatur hal-hal yang asas sehingga Pengaturan lain terkait perekonomian syariah tidak terikat langsung pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES) ini. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) hingga saat ini hanya
digunakan sebagai rujukan panduan hakim dalam memutuskan saja dan belum dipakai
sebagai rujukan asas yang menaungi segala bentuk akad dan juga hal-hal yang prinsip
dalam ekonomi syariah.
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Konsekuensi dari bentuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang
ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 adalah Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah (KHES) hanya berfungsi sebagai pedoman Hakim Pengadilan
Agama dalam memutus perkara ekonomi syariah. KHES tidak memiliki kekuatan
mengikat keluar serta tidak dapat memberikan sanksi atas suatu pelanggaran terhadap
ketentuan yang terdapat di dalamnya. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tidak
termasuk peraturan perundang-undangan, tetapi termasuk peraturan perundang-undangan
semu (pseoude wetgeving/beleidsgerels).
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) perlu dikuatkan kedudukannya
sebagai peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-Undang. Selain itu juga
perlu dilakukan kodifikasi atas peraturan-peraturan terkait ekonomi syariah yang saat ini
kondisinya tersebar dalam berbagai bentuk. Terdapat banyak keuntungan dari
dikuatkannya kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai UndangUndang, yaitu : Menjadikan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai suatu
peraturan yang berbentuk Undang-Undang. Meletakan posisi KHES sebagai peraturan
perundang-undangan yang tertinggi di Indonesia. Selain itu, sebagai Undang-Undang,
KHES akan memiliki dua kewenangan pembentukan peraturan dibawahnya baik secara
atribusi ataupun secara delegasi. Peraturan bentukan KHES ini tidak diperkenankan
untuk bertentangan dengan KHES sebagai peraturan yang secara hierarkis berada di
atasnya. Hal ini bermanfaat untuk menja- min keseragaman peraturan yang ada serta
memberikan sebuah kepastian hukum. Kemudian, melalui kedudukan sebagai sebuah
Undang-Undang, KHES dapat mengenakan sanksi baik pidana, perdata maupun
administratif, terhadap pelanggaran ketentuannya.
Jika ditinjau dari perbandingan antara kodifikasi dan kompilasi, sudah selayaknya
disusun Indonesia memiliki Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah, bukan hanya sebatas
Kompilasi. Hal ini tentunya memberikan banyak manfaat dalam memberkan kepastian
hukum, yaitu terkumpulnya seluruh peraturan terkait hukum ekonomi syariah dalam suatu
Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini dapat memudahkan semua pihak
dalam mencari dan memahami hukum ekonomi syariahyang berlaku di Indonesia.
Berdasarkan komparasi antara hukum ekonomi syariah yang berlaku di Malaysia
dengan hukum ekonomi syariah Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Malaysia dengan
instrumen hukum ekonomi syariah yang memadai (The Islamic Fi- nancial Services Act
2013) telah memiliki sebuah kerangka keuangan syariah yang mumpuni. Undang-undang
tersebut menjadi payung hukum yang komprehensif dan menjamin secara penuh
pelaksanaan kegiatan Ekonomi Syariah di Malaysia. Muatannya meliputi semua aspek
Centre of Islam and Islamic Law Studies
Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam
Faculty of Law, Universitas Indonesia

94

Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume 1 No. 2 (2018)

pengaturan dan pengawasan, baik yang berkenaan dengan lembaga keuangan syariah,
penegakan hukum, serta risiko ketidakpatuhan dan kewajiban pelaksanaan prinsip hukum
syariah pada lembaga keuangan syariahmaupun lembaga lain yang terikat kepadanya.
Kemapanan instrumen hukum ekonomi syariah di Malaysia tersebut sejalan dengan
kemajuan ekonomi syariah di Malaysia yang sangat pesat. Hal ini menunjukkan bahwa
bahwa instrumen hukum memegang peran penting dalam kemajuan ekonomi. Dalam
mengembangkan ekonomi syariah, bagaimanapun Indonesia mem- butuhkan suatu
instrumen hukum yang sistematis, rapi, dan memiliki kedudukan hukum yang kuat.
Sedangkan faktanya adalah instrumen hukum ekonomi syariah di Indonesia masih jauh
dari standar yang memadai. Hal ini terlihat jelas salah satunya dari Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah yang kedudukannya hanya sebatas Peraturan Mahkamah Agung.
Demikian, maka sangat diperlukan suatu pembaharuan dalam kerangka hukum ekonomi
syariah Indonesia, salah satunya adalah melalui gagasan pembentukan Kitab UndangUndang Hukum Ekonomi Syariah.
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